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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN PERKARA HUKUM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SDA

OLEH TIM KUASA HUKUM INTERNAL KEMENTERIAN PUPR

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini antara lain terkait dengan Mekanisme Advokasi Hukum yang
dilaksanakan oleh Bagian Hukum unit pelayanan advokasi hukum dan/atau unit kerja
yang sedang bermasalah hukum bersama sama dengan Biro Hukum. Pelaksanaan
Advokasi Hukum dilaksanakan pada perkara perkara perdata maupun tata usaha negara,
dan sengketa informasi publik. lingkup Pelaporan dan evaluasi advokasi hukum berupa
penyampaian hasil pelaksanaan keseluruhan advokasi hukum dikordinasikan oleh
Bagian Hukum bersama sama dengan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang sedang
bermasalah hukum untuk dapat dilakukan evaluasi guna peningkatan advokasi htikum

2. Tujuan
SOP ini dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman bagi pegawai Setditjen. SDA yang
bertugas menangani proses penanganan perkara hukum di lingkungan Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air oleh Tim Kuasa Hukum Internal Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, untuk mencapai tujuan:
1. Menjaga konsistensi kerja setiap pelaksana yang menangani proses penanganan

perkara hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air oleh Tim Kuasa
Hukum Internal Kementerian PUPR;

2. Memperjelas arus tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap unit kerja yang
terkait dengan proses penanganan perkara hukum di lingkungan Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air oleh Tim Kuasa Hukum Internal Kementerian PUPR;

3. Mempermudah proses pemantauan dan fungsi kontrol secara sistematis dan
menyeluruh terhadap tugas dan kewajiban; dalam proses penanganan perkara
hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air oleh Tim Kuasa Hukum
Internal Kementerian PUPR dan;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan internal bidang advokasi hukum.

3. Ringkasan

Setditjen. SDA berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M /2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR adalah salah satu Unit Eselon II di
bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang bertugas untuk memberikan pelayanan
teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Setditjen. SDA
menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi yang salah satunya adalah melaksanakan
koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum
serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal.

Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi
advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik mencakup beberapa hal yang
salah satunya adalah pemberian advokasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air. Pemberian advokasi hukum pada dasarnya bertujuan sebagai tertib
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pengawalan kebijakan melaui advokasi hukum
di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
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Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2016
tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, pelayanan advokasi hukum dilaksanakan kepada Unit Kerja, Pimpinan, Pejabat,
dan/atau Pegawai yang menghadapi masalah hukum dalam melaksanakan tugas dan
fungsi. Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut menyatakan
Advokasi Hukum dilaksanakan oleh Biro Hukum bersama sama dengan Bagian Hukum
dan/atau Unit Pelayanan Advokasi Hukum.

Adapun Pemberian Advokasi Hukum di Direktorat Jenderal SDA pada hakekatnya adalah
rangkaian proses pemberian advokasi hukum meliputi permohonan, koordinasi,
pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi. Bahwa kompleksitas permasalahan hukum dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
menuntut adanya penanganan dan pelayanan advokasi hukum di lingkungan Direktorat
Jenderal Sumber Daya Air yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarakan hal tersebut, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang
Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air oleh
Tim Kuasa Hukum Internal Kementerian PUPR dengan tujuan tercipta tertib
penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pengawalan kebijakan melalui advokasi hukum
di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Standar Operasional Prosedur (SOP)
tentang Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
oleh Tim Kuasa Hukum Internal Kementerian PUPR terdiri dari 8 (delapan) Tahapan
utama yaitu:

1. Kordinasi internal antara Biro Hukum, Bagian Hukum SDA, dan Unit kerja Unit
Kerja, Pimpinan, Pejabat, dan/atau Pegawai yang menghadapi masalah hukum;
Penyusunan Jawaban/Gugatan;

Pelaksanan persidangan di Pengadilan;

Keputusan melakukan upaya hukum (Banding, Kasasi);

Penyusunan Memori Banding/Kontra Memori Banding, Memori Kasasi/Kontra
Memori Kasasi;

Keputusan melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK);

7. Penyusunan Memori PK/Kontra Memori PK;

8. Eksekusi Putusan Pengadilan.
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4. Definisi

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana
dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa;

b. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) adalah standar
operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Prosedur standar ini bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh
lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau
jabatan.

c. Pelayanan Advokasi Hukum/Advokasi Hukum adalah pemberian layanan hukum
oleh Kementerian/Sub Kordinasi Advokasi Hukum kepada unit kerja, pimpinan,
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pejabat, pegawai aparatur sipil Negara yang menghadapi masalah hukum dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Masalah Hukum adalah persoalan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas
dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diselesaikan
di luar badan peradilan dan/atau di badan peradilan.

Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili,
dan memutus perkara.

Gugatan adalah tuntutan hukum guna pemenuhan hak dan kewajiban tertentu, yang
digjukan oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Direktorat
Jenderal SDA/Unit Kerja di Ditjen Sumber Daya Air atau diajukan pihak lain kepada
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Direktorat Jenderal SDA/Unit
Kerja di Ditjen Sumber Daya Air.

Surat Kuasa adalah Surat yang diterbitkan oleh principalkepada Penerima Kuasa
untuk digunakan untuk menangani perkara dalam lingkup Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai, Balai Wilayah Sungai, Balai Teknik,
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan /atau Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Jawaban adalah Tanggapan dari Tergugat/Termohon terhadap Gugatan.

Duplik adalah Tanggapan dari TergugatTermohon terhadap Duplik.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah salah satu Unit Organisasi Eselon I di
bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang selanjutnya disebut
Setditjen. SDA adalah salah satu unit kerja Eselon II dibawah Direktorat Jenderal
Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang
bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas
teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

NOMOR SOP 05/SOP-DJSDA /2021

TANGGAL PEMBUATAN | 8 Oktober 2020

TANGGAL REVISI

DISUSUN OLEH Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
DIUSULKAN OLEH Direktur Jenderal Sumber Daya Air,
ttd.

Ir. Jarot Widyoko, SP-1
(NIP. 19630224 198810 1 001)

NAMA SOP Penanganan Perkara Hukum di Lingk.

Direktorat Jenderal Sumber Daya Air oleh

Tim Kuasa Hukum Internal Kementerian
PUPR

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 06/PRT/M/2016 tentang Pelayanan
AdvokasiHukum di Kementerian PUPR;

3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian PUPR;

4. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 17/SE/M/2019 tentang Panduan Penanganan
Advokasi hukum di Kementerian PUPR).

1. Memiliki kemampuan pelayanan Advokasi Hukum.

2. Memiliki pengetahuan tata cara persidangan Perdata, Tata Usaha
Negara, dan Sengketa Informasi.

3. Mengetahui Tugas dan Fungsi dalam menjalankan pelayanan
Advokasi Hukum.

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Pelaporan Perkara Hukum di Lingkungan Direktorat Jenderal SDA

. Format Surat Kuasa;

. Format Kronologis/resume gugatan;
. Format Jawaban Tergugat;

. Format Duplik Tergugat;

. Komputer, ATK, Printer, scanner.
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PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN

Penyerahan berkas berkas yang diperlukan dalam persidangan menuntut batas akhir
waktu penyerahan sehingga sedapat mungkin diperhatikan batas waktu penyerahan,
jika sampai lewat waktu batas akhir maka dapat berakibat kehilangan hak untuk
menjawab/melakukan upaya hukum.

Berkas-berkas terkait dengan pemberian advokasi hukum disimpan
secara manual dan elektronik dalam kearsipan Bagian Hukum dan
Komunikasi Publik Setditjen SDA.
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LAMPIRAN
1. Format Resume Gugatan

RESUME GUGATAN .....ccovvvnineinennnnns
) (< o 1K (Penggugat)
DALAM FEREARA BOWOR: oo oo mmimsin s s

L PARA PIHAK DALAM PERKARA

Penggugat 1. .......cccoiiiiiiiiiininnn... (Penggugat I);
D, 555 s ms e msnnim s nanns vmmees (Penggugat II); dst
R T

Tergugat | L W N (Tergugat I);
D snsnimmsnisiveresan s esas s (Tergugat 1I); dst
= JE R

V. TUNTUTAN
Penundaan (jika ada tuntutan penundaan)

....................................

....................................

Dalam Pokok perkara
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

dalam perkara ini.

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul




. Format Surat Kuasa

(KOP SURAT)

SURAT KUASA

NOMOT & i sbidnsmat sl shnaa s dsbe f

Yang bertandatangan di Bawah ini:

............................................................. dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
berdasarkan  ...................... berkedudukan di ................... , sebagai
...................... Dalam perkara  Nomor ...................... Di Pengadilan Negeri
................ , dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama S
Jabatan AR R
Alamat N T T T

2. Nama R
Jabatan < T
Alamat s

Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
- KHUSUS

- Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukannya sebagai .............
dalam perkara perdata Nomor .................. di Pengadilan Negeri ............. Yang
diajukan oleh ............... Sebagai - .orsimaesis Mengenai Gugatan

- Untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, Penerima Kuasa baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama berhak untuk menghadap ke Pengadilan Negeri Jakarta
Barat dan/atau instansi lain yang terkait perkara a quo, mengajukan dan
menandatangani Eksepsi, Jawaban, Rekonpensi, Duplik, mengajukan dan/atau
menolak bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lain,
mengajukan  pertanyaan, memberikan keterangan, mengajukan dan
menandatangani Kesimpulan, Verzet, mengajukan dan/atau
mempertimbangkan usul penyelesaian perkara secara damai, mengambil
Putusan Pengadilan Negeri, mengajukan Banding dan/atau Kasasi, membuat
dan/atau menandatangani Memori Banding atau Kontra Memori Banding,
mengambil  Putusan pada Tingkat Banding, membuat dan/atau
menandatangani Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi, mengambil
Putusan pada tingkat Kasasi, mengajukan peninjauan Kembali, serta membuat
dan/atau menandatangani memori Peninjauan Kembali.

- Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi dan mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan

Penerima Kuasa,




Format Jawaban

(KOP SURAT)
JAWABAN TERGUGAT ...................

Dalam Perkara Nomor : .......ccovvveiininineneneneennn..

ANTARA
(Pihaltu:i.) wicissssosssnisssnssassonsmmsnons wsnssssinspmsve Sebagai Tergugat
MELAWAN

(Pihak ........... ) st st n s siite s s Sebagai Penggugat
Kepada Yth.
Majelis Hakin di Pengadilan .....................
Dalam Perkara .... NOMOL ..oc.ovveissssmvansanss
di
Perihal : Jawaban Tergugat ....
Dengan hormat,
Untuk dan atas nama ..................... selanjutnya disebut dengan Tergugat .............. , berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor ................... Tanggal ............... dengan ini menyampaikan eksepsi dan jawaban
terhadap materi pokok perkara gugatan nomor ............ sebagai berikut:
Bahwa Tergugat  ........ menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo berdasarkan uraian sebagaimana
dikemukakan dalam Jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi
A. Eksepsi...............
B. Eksepsi..............
Berdasarkan seluruh uraian eksepsi relatif diatas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa
perkara a quo dapat memutus gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard/ NO).

II. Dalam Pokok Perkara
Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian eksepsi mohon agar dianggap
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara dibawah ini. Bahwa

Tergugat ................ Menolak seluruh dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas
diakui kebenarannya dan menguntungkan bagi kepentingan hukum Tergugat ............. Dalam
pemeriksaan perkara a quo:

1. Bahwa .wesuienes

2; Bahwaiaamnss

3. Dst

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut , kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
.............. yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk memutus sebagai
berikut:
DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan eksepsi Tergugat ..... untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan
Penggugat (Niet Ontvankelijk Verklaarde).
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat ...... ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami,
Kuasa Hukum Tergugat ................




4. Format Duplik

(KOP SURAT)
DUPLIK TERGUGAT .......
DALAM PERKARA NOMOR .........cc.........
ANTARA
(Pihak ...... Yo sesnnsnassm s Tergugat ......
LAWAN
(Pihale.) sumamssanis Penggugat
Jakarta, ..................

Kepada Yth.
Majelis hakim Pengadian .....................
Dalam Perkara... Nomor ....................u.......
di
Perihal: Duplik Tergugat dalam perkara .... NOMOT .......cvvvevevnnnn..n.
Dengan Hormat,
Untuk dan atas nama ......................... Selanjutnya disebut sebagai ...................... .
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No ............. Tanggal  .omsviiis dengan ini henak

menyampaikan Duplik sebagai tanggapan tas Replik Penggugat dalam Perkara Perdata Nomo

Bahwa Duplik ini merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Tergugat ......... oleh karena
itu mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan Tergugat ...... dalam Jawaban dianggap
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Duplik ini. Bahwa Tergugat ........ menolak dengan
tegas seluruh dalil-dalil yang

dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo berdasarkan uraian sebagaimana
dikemukakan dalam Jawaban sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

...........................

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat ..... tetap pada pendirian semula dan menolak seluruh dalil
Penggugat kecuali pada hal hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh
Tergugat.

D! i ke

Bl e s ame

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar-dasar hukum sebagaimana tersebut
diatas adalah beralasan hukum jika Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa Perkara a quo untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI
- Mengabulkan eksepsi Tergugat ..... untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima
gugatan Penggugat (Niet Ontvankelijk Verklaarde).
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Tergugat ...... ;

’

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono)

Hormat kami,
Kuasa Hukum Tergugat ................




